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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan mengenai “Pemenuhan Hak
Pilih bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum 2024 di RS] Prof. HB
Saanin Padang” di atas, maka penulis dapat menarik beberapa Kesimpulan

sebagai berikut :

1. Ketentuan hak pilih dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, yang
pertama Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendataan khusus,
pendataan ini juga perlu menyoroti kebutuhan khusus mereka agar
penyelenggara pemilu dapat menyiapkan layanan dan fasilitas yang
sesuai. Kedua, penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan
sosialisasi pemilu, di Kota Padang sosialisasi pada penyandang disabilitas
baru diselenggarakan untuk penyandang disabilitas yang tergabung dalam
suatu organisasi atau kelompok tertentu. Ketiga, Penyandang disabilitas
berhak mendapatkan TPS yang sesuai. Ada tujuh hal yang menjadi
perhatian KPU Kota Padang dalam mengkategoiikan TPS yang bisa
diakses penyandang disabilitas, yaitu: jalan n.~nuju TPS, lokasi TPS, pintu
masuk dan keluar TPS, ruang gerak dalam TPS, 1. eja bilik pilih, meja kotak
pilih, dan braile template.

2. Penyelenggaraan hak pilih penyandang disabilitas di RS] Prof. HB Saanin
Padang dilakukan menggunakan sistem Tempat Pemungutan Suara (TPS)
berjalan, dimana pihak KPPS lah yang datang ke RS] Prof. HB Saanin
Padang untuk dilakukan pemilihan oleh pasien penyandang disabilitas,
dan pihak rumah sakit pun telah menyediakan ruangan khusus untuk
kegiatan tersebut. Setelah selesai pencoblosan surat suara tersebut
dimasukkan kembali ke kantong plastik hitam, kemudian dibawa ke TPS
dan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai tingkatnya. TPS berjalan
tersebut di akomodasikan oleh TPS terdekat yaitu TPS 9 di kelurahan

Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pasien yang tercatat
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sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024 memiliki domisili yang beragam,
mulai dari Kota Padang hingga luar provinsi Sumatera Barat, mereka

masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang
dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara pemilu dapat menyediakan alternatif bagi penyandang
disabilitas yang kesulitan untuk bepergian atau menjangkau TPS
dikarenakan keterbatasan alat transportasi, seperti misalnya penyediaan
layanan antar jemput untuk penyandang disabilitas yang tidak
memungkinkan untuk hadir menggunakan hak pilih mereka.

2. Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang lebih meningkatkan lagi dalam
mengedukasi atau mensosialisasikan terkait penyelenggaraan Pemilu di

tahun berikutnya kepada pasien penyandang disabilitas.
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